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Abstract
As one group or individual who was given a special mandate by God to represent Him in the field of service to the interests of humanity, the government or the authorities certainly have a very heavy responsibility. On one side of God’s syari’ah and His provisions to create benefit for mankind and focus on the protection and special handling of the problems of the masses or problems of humanity. That is, the government as a representative of God, should have a policy that takes sides and prioritizes policies based on humanism. As a literature-based study and discussion of literature, this paper reveals a piece of ijtihad of a contemporary ulama’ Yusuf Qaradawi namely fiqh of priority. This study is very important for dissemination, looking at the problematics of government policy ideas that often override humanitarian problems, as well as the importance of using new analysis glasses in the form of studies based on Islamic law. So, this kind of study, can be used special considerations and add new treasures in contemporary Islamic legal thought.
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Abstrak

Sebagai salah satu kelompok atau individu yang diberi amanat khusus oleh Tuhan untuk mewakili-Nya dibidang pelayanan terhadap kepentingan umat manusia, pemerintah atau penguasa tentu memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Pada satu sisi syari’at Tuhan dan ketentuan-ketentuan-Nya untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia serta menitik beratkan pada perlindungan dan penanganan khusus terhadap problematika rakyat jelata atau problematika kemanusiaan. Artinya, pemerintah sebagai wakil tuhan, sudah selayaknya mempunyai kebijakan yang berpihak dan memprioritaskan kebijakan yang berbasis humanisme. Sebagai kajian yang berbasis kepustakaan dan diskusi literatur, tulisan ini mengungkap satu buah ijtihad seorang ulama’ kontemporer Yusuf Qaradawi yakni fiqih prioritas. Kajian ini sangat penting untuk diseminasikan, melihat problematika gagasan kebijakan pemerintah yang sering kali mengesampingkan problematika kemanusiaan, serta pentingnya menggunakan kaca mata analisis baru berupa kajian yang berbasis hukum Islam. Sehingga, kajian semacam ini, bisa digunakan pertimbangan khusus serta menambah khazanah baru dalam pemikiran hukum islam kontemporer.
Kata kunci: Fiqih Prioritas, Kebijakan Pemerintah, Kemanusiaan
Pendahuluan 

Sebagai tantangan tersendiri pada masa kontemporer telah menambah rentetan permasalahan hukum yang sangat sulit untuk dipecahkan, walaupun walaupun sudah diupayakan dengan pendekatan-pendekatan historis dan inovasi metode ijtihad. Dengan adanya problematika hukum dan realitas sosial tersebut, tentu sangat membutuhkan suatu perhatian khusus, sehingga solusi hukum yang dihasilkan benar-benar tepat sassran dan tercapainya tujuan dari penetapan hukum yakni terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan.

Satu upaya guna merespon problematika umat hari ini yang sangat aktual dan harus segera diselesaikan adalah problem kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai etika dan nilai kemanusiaan. Dalam upaya menyelamatkan peradaban manusia, konsep pembangunan kebijakan perlu ditopang oleh ilmu-ilmu yang tidak hanya berbicara tentang hukum boleh dan tidak, namun perlu lebih ditopang oleh ilmu-ilmu sosial, budaya, etika guna mengimbangi ilmu tentang hukum dan kebijakan.
 Tantangan terhadap kebijakan yang berbasis etika, sosial, budaya maupun prinsip kemanusiaan tidak cukup melakukan kajian atau evaluasi capaian pembangunan (social impact assessment), yang bukan hanya analytical evaluative, akan tetapi harus prescriptive. Implikasinya perlu melakukan perombakan pendekatan dari sekedar model the enlightment menjadi model the engineering.

Pembangunan semacam ini tentu tidak mudah diterima oleh logika pertumbuhan, yakni adanya variabel-variabel sosial seperti kebijakan yang membela kaum lemah, kebijakan yang memprioritaskan prinsip kemanusiaan. Variabel-variabel ini harus dituntut masuk dalam segi pendekatan input dan output dalam pembangunan kebijakan. Logika perencanaan kebijkan yang harus berpegang pada azas efektifitas harus mampu menerima logika berfikir sosial yang cenderung berorientasi pada efektifitas (berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terkusus masyarakat ditataran bawah). Selain itu, azas profesionalitas kaum birokrat harus bisa membuka tempat bagi azas partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi harus seimbang dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 

Beberapa kebijakan pemerintah telah diluncurkan atas azas ketertiban umum serta mewujudkan dan mengutamakan kepentingan umum, seperti penggusuran tanah rakyat demi pembangunan infrastruktur, penggusuran pedagang kaki lima demi terjaganya kebersihan di perkotaan dan menghindari kemacetan jalan. Dengan kebijakan semacam ini, apakah penggusuran semacam ini yang sering melibatkan rakyat kecil sudah dibenarkan susuai etika sosial dan hukum yang berlaku?.
 Kebijakan semacam ini mungkin sering diiyakan oleh beberapa orang, karena dalih kepentingan umum sangat bisa diterima oleh rasio akal manusia. Namuun apakah kita berfikir dampak kebijakan ini bagi rakyat kecil yang menjadi objek penggusuran?, mereka yang tanahnya sebagai satu-satunya tempat tinggal dan bahkan lahan pencaharian. Mereka yang digusur lahan pencahariannya, padahal sebenarnya dari pencaharian pedagang kaki lima itu lah mereka bisa hidup.
Seiring dengan perkembangan kebijakan khususnya di Negara Indonesia seperti yang telah dipaparkan diatas, tentu perkembangan dan intervensi politik sangat mempengaruhi, selain juga pengaruh dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Dahulu kajian tentang kebijakan dalam hukum islam dikaji dalam tema fiqih siyasah, yang lebih dominan membahas tentang masalah kepemimpinan. Imam al-Mawardi seorang ikon dalam kajian fiqih siyasah misalnya mengatakan bahwa sumber kekuasaan penguasa ialah dimulai dari perjanjian antara penguasa dengan rakyatnya, yang kemudian menghasilkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Oleh karena itulah kebijakan yang digagas oleh penguasa hendaknya berkesinambungan terhadap kepentingan rakyat banyak.

Berbeda dengan al-Ghozali yang berpendapat bahwa sumber kekuasaan penguasa adalah Tuhan, lalu kekuasaan dilimpahkan hanya kepada sebagian kecil hamba-Nya.
 Dengan pendapat al-Ghozali ini maka, jika selama ini hukum-hukum serta ketentuan-ketentuan Tuhan selalu berpihak dan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, maka penguasa sebagai orang yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas ini, idealnya semua kebijakan harus berpijak pada sisi sosial, kemanusiaan.

Di era modern semacam ini, problematika kebijakan semakin berkembang, mulai dari awal penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga dampak dari kebijakan. Menyikapi masalah-masalah kebijakan yang diuraikan diatas, para pakar ulama’ hukum islam merusaha merespon hingga memunculkan sebuah solusi, diantaranya dengan mengklasifikasikan beberapa kasus yang mirip dan mempunyai kesamaan motif secara induksi, kemudian menciptakan inovasi ijtihad yang responsive. 
Yusuf al-Qaradawi menjadi salah diantara ulama’ kontemporer yang mempunyai kesemangatan dalam mengembangkan hukum islam progresif. Dalam hal ini ia melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah kontemporer serta menghadirkan sebuah solusi ysng up to date. Salah satu dari buah pemikirannya ialah fiqih peioritas yang didalamnya adalah mengenai pentingnya skala prioritas dalam berbagai amal perbuatan. Dalam pemahaman al-Qaradhawi memahami fiqih sebagai ilmu mengenai hukum islam yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Dikarenakan aspek kehidupan manusia sangat kompleks dengan berbagai masalah, serta waktu dan daya sangat terbatas, maka perlunya diambil sebuah prioritas perbuatan.

Menyibak satu problematika kebijakan selama ini, kiranya perlu digunakannya cara pandang baru, khususnya pandangan dari hukum islam yaitu pandangan fiqih peioritas yang digagas oleh Yusuf al-Qaradawi. Hal ini dikarenakan, pola kebijakan yang dicetuskan oleh penguasa atau pemerintah tentu mempunyai aspek prioritas sebagai objek kebijakan. Tulisan ini akan menguak prioritas kebijakan mana yang harus didahulukan oleh pemerintah perspektif fiqih prioritas, yang berimplikasi menghasilkan kebijakan yang sesuai tuntunan agama, kebijakan yang efektif, progresif, serta berdimensi humanis.
Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berusaha mengetahui secara konseptual dari sebuah teori yang diangkat.
 Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji objek yang diteliti yaitu fiqih prioritas, selain itu peneliti juga menelusuri kajian mengenai fiqih prioritas yang digagas oleh Yusuf al-Qaradawi. Penelitian ini semacam ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan sebuah fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan, bukan dengan angka-angka dan statistik.
 Penelitian kualitatif ini digunakan agar bisa mengakomodasi deskripsi yang untuh mengenai objek kajian yang diteliti.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik dokumenter, yaitu teknik yang dilakukan dengan pengumpulan data secara tertulis, berupa dokumen, arsip, dokumen hukum, dan teori tentang hukum.
 Sedangkan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.
Fiqih Prioritas: Kolaborasi Antara Hukum, Realitas Sosial, dan Maqashid Syari’ah
Fiqih prioritas ini digagas oleh seorang sarjana muslim terkemuka, yakni Yusuf Qaradawi,
 dalam istilah arab fiqih prioritas ini disebut “fiqh al-awlawiyat”. Secara pengertian fiqh al-awlawiyat terdiri dari dua suku kata, fiqh dan al-awlawiyat. Kata al-fiqh secara bahasa bermakna pemahaman, secara istilah dalam hukum islam konvenional bermakna ketentuan-ketentuan hukum Alloh yang menyangkut berbuatan orang mukkalaf.

Dalam perkembangan hukum islam kontemporer saat ini cenderung dimaknai secara etimologinya, istilah al-fiqh dimaknai dengan suatu pengetahuan (pemahaman) dan yang lebih dispesifikasikan lagi ke dalam “suatu ajaran keislaman yang terkandung di dalam al-Qur’an dan Sunnah secara umum”.
 Sebagaimana Abu Hanifah yang menamai kitabnya yang membahas tentang akidah dengan judul fiqh al-akbar.
 Pemahaman semacam ini menimbulkan implikasi pemahaman bahwa pelandasan hukum islah tidak harus diambil dari ayat-ayat hukum, akan tetapi diambilkan dari nilai universalitas al-Qur’an dan Sunnah berupa nilai-nilai, etika, sosial, maslahah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan pemahaman semacam ini bermunculan fiqih-fiqih baru seperti, fiqih minoritas, fiqih realitas, fiqih pertimbangan, hingga fiqih prioritas ini.
Sedangan pengertian al-Awlawiyat berupa kata benda bentu jamak yang aritinya secara bahasa “melebihkan”. Secara istilah lafadz al-awlaiyat bisa dimaknai dua jenis yakni, lebih berhak atau lebih tepat dan bermakna lebih dekat.
 Sedangkan secara terminologi, kata al-awlawiyat belum pernah digunakan oleh ulama’ konvensional, baik para pakar linguistik maupun para pakar hukum islam sendiri.
 Kata ini tergolong istilah baru dalam dunia hukum islam, istilah ini mulai mengudara semenjak banyak digunakan oleh ulama’ kontemporer dalam pembahasan tentang dakwah pembaharuan islam.
Dalam beberapa kajian dan penelitian oleh ulama’ kontemporer telah menemukan suatu terminology penggunaan lafadz al-awlawiyat. Lafaddz ini digunakan identik dengan kajian hukum islam, terutama pada kajian implementasi hukum islam. dengan demikian lafadz al-awlawiyat dapat dijelaskan secara istilah “bentuk-bentuk pengamalan ketentuan agama islam yang mempunyai skala prioritas tertentu atas dasar pertimbangan tertentu menurut ketentuan syari’at islam sendiri”.

Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan fiqh al-awlawiyat sebagai upaya meletakkan sesuatu menurut penempatannya, tidak mengakhirkan perkara yang seharusnya didahulukan atau mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan, tidak meremehkan perkara yang berat dan tidak memberatkan perkara yang ringan.
 Definisi lain juga diungkapkan oleh al-Qaradhawi dengan definisi, “meletakkan segala sesuatuspada tempatnya dengan adil, dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang harus didahulukan, berdasarkan penilaian syariah yang benar, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu, dan diterangi oleh akal.
 
Fiqih prioritas sebagai suatu konsep dalam pemikiran hukum islam kontemporer mempunyai tujuan untuk mengimplementasikan ketentuan agama islam, maka sudah seharusnya mempunyai seperangkat metode penggalian hukum (istimbath al-ahkam) dan juga seperangkat kaidah guna merumuskan model ijtihad fiqih prioritas guna mengimplementasikan ketentuan-ketentuan agama. Al-Qaradawi merumuskan bahwa kaidah-kaidah yang dibangun dalam fiqih prioritas merupakan tampilan baru dari fiqih pertimbangan (fiqh al-muwazanat) yang yang kontekstualisasikan dengan realitas kehidupan masyarakat (fiqh al-waqi’).

Beberapa sumbangan pemikiran dalam fiqih pertimbangan yaitu:

1. Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang ditentukan agama.

2. Memberikan pertimbangan antara macam-macam bentuk mafsadat, madharat, dan kejahatan yang tidak diperbolehkan oleh agama.

3. Memberikan pertimbangan antara maslahah dan kerusakan, antara kebaikan dan keburukan, apabila keduanya bertentangan dan bertemu satu sama lain.

Dalam pandangan al-Qaradawi, fiqih pertimbangan yang pada gilirannya akan menjelma menjadi fiqih prioritas, dimana menumbuhkan buah pemikiran:
1. Mendahulukan maslahah dhoruriyat daripada maslahah hajiyat.
2. Mendahulukan maslahah hajiyat atas maslahah tahsiniyat
Sesuai dengan satu sisi, bahwa maslahah dhoruriyat terbagi menjadi beberapa bagian. Para ulama’ mengungkapkan bahwa maslahah dhoruriyat itu terdiri dari lima macam, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Sebagian ulama’ menambahkan menjadi enam, yaitu kehormatan, pendapat ini dikemukakan oleh Shihab al-Din al-Qarafi.
 Sebagai gambaran model ijtihad Yusuf al-Qaradawi dalam perumusan fiqih prioritas bisa ditabelkan sebagai berikut:

	Pertimbangan maslahah
	Pertimbangan mafsadat
	Pertimbangan kontradiktif anatara maslahah dan mafsadat

	· Memprioritaskan kepentingan yang sudah pasti pasti ada kepentingannya daripada yang belum pasti.
· Mempriorirtaskan kepentingan besar daripada kepentingan kecil.

· Memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

· Memprioritaskan kepentingan banyak daripada kepentingan sedikit.

· Memprioritaskan kepentingan berkelanjutan daripada kepentingan insidetal.

· Memprioritaskan kepentingan fundamental daripada kepentingan formalitas.

· Memprioritaskan kepentingan jangka pendek yang kuat daripada kepentingan jangka pendek yang lemah
	· Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan.
· Menyingkirkan suatu bahaya.

· Tidak menyingkirkan bahaya yang satu kemudian menghasilkan bahaya lain yang sepadan.

· Mendahulukan bahaya yang lebih sedikit, boleh dilakukan dalam situasi untuk menolak bahaya yang lebih besar atau untuk menolak bahaya yang lebih luas dan umum.
	· Menghindari kerusakan lebih diprioritaskan atas mengambil maslahah.
· Mafsadat yang kecil boleh dilakukan untuk menarik maslahah yang besar.

· Mafsadat yang sementara boleh dilakukan untuk mendapatkan maslahah yang berkesinambungan.

· Maslahah yang sudah pasti tidak boleh dikalahkan oleh adanya mafsadat yang masih diduga adanya.




Dalam pengklasifikasian kaidah diatas, diperlukan menurukan kaidah kepada suatu sistem untuk menemukan tataran lebih praktis, maka dibutuhkan suatu kesimpulan sebuah kaidah, pertama, kaidah tentang tingkatan dalam hukum islam (al-fiqh bi maratib al-’amal), kedua, kaidah tentang penyikapan terhadap realitas hukum (fiqh al-waqi’ li al-ahkam), dan ketiga, kaidah tentang kontradiksi antara dalil, ketetapan hukum, dan realitas sosial.

Pemikiran al-Qaradawi tentang fiqih prioritas ini menunjukan bahwa dalam hukum islam memerlukan perombakan paradigma baru mengenai khazanah kajian hukum islam kontemporer. Dengan mengkombinasikan antara dalil, ketetapan hukum, tujuan hukum, hingga pada realitas sosial, al-Qaradawi membuat satu buah pemikiran yang moderat. Dengan proyeksi pemikiran, pertama, mengolaborasikan antara pemikiran hukum islam konvensional dengan pemikiran hukum islam kontemporer, kedua, menimbang antara hal-hal yang bersifat statis menjadi elastis, ketiga, menghindarkan pada pembekuan, kemunduran dalam khazanah hukum islam, keempat, menjadikan hukum islam menjadi universal.

Kebijakan Pemerintah dan Negara Kesejahteraan 
Tujuan setiap Negara pasti untuk menyejahterakan rakyat (welfare state), kemudian diperkenalkan dengan sebuah teori oleh spicker,
 dengan teori Negara kesejahteraan. Definisinya sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang mempunyai peran lebih besar pada pemerintah Negara untuk mengalookasikan mayoritas dana publik demi menjamin kebutuhan utama warganya. Visi utama dari Negara kesejahteraan adalah mewujudkan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh rakyat. Negara kesejahteraan berusaha untuk mengintegrasikan sebuah sistem untuk menyelenggarakan jaringan pelayanan yang bisa memelihhara serta meningkatkan kesejahteraan warga Negara secara adil dan merata. Dengan begitu, Negara kesejahteraan merupakan cikal bakal adanya sebuah Negara, bahwa pemerintah Negara dianggap bertanggung jawab untuk menjjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga Negara.
Dalam memaknai istilah sejahtera atau kesejahteraan, bisa diketahui dalam empat makna, yaitu: 1). Dalam istilah keumuman, sejahtera menunjuk kepada sebuah keadaan dan kondisi manusia yang baik, makmuur, sehat, dan dalam keadaan damai, 2). Dalam tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dikaitkan dengan sebuah keuntngan atau manfaat kebendaan (bernilai mmateri) sebagai fungsi kesejahteraan sosial, 3). Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk pada sebuah jangkkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4). Dalam tinjauan kebijakan Negara, sejahtera menunjuk pada aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada rakyat yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak bisa bekerja, atau kondisi pendapatan yang diterimanya tidak memenuhi kebutuhan dasar serta tidak layak, atau jumlah pendaatan yang diterimanya jauh dari daris kemiskinan, atau mereka dalam kondisi khusus (cacat dll.).

Dengan demikian, konsep Negara kesejahteraan tidak hanya mencakup sebuah deskripsi terkait sebuah langkah pengorganisasian ksejahteraan atau pelayanan sosial, melainkan mencakup sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa semua orang harus mendapatkan pelayanan sosial. Oleh karena itu, konsep Negara kesejahteraan merupakan cabang dari faham ideologi dari teori sosialisme.
Dalam praktik kenegaraan, konsep Negara kesejahteraan ini banyak dipraktikkan oleh Negara-negara kapitalis dan demokratis, justru tidak dipraktikkan oleh Negara-negara sosialis. Konsep Negara kesejahteraan ini sering dianggap sebagai sebuah strategi penawar penyakit dari konsep kapitalisme, yaitu untuk mengurangi dampak negatif dari sebuah sistem ekonomi pasar bebas, karena dengan menggunakan prinsip Negara miskin tidak mungkin bisa membantu dan mensejahterakan rakyatnya.

Selanjutnya, akibat dari konsep Negara kesejahteraan ini menimbulkan suatu perubahan kebijakan dalam rangka pembangunan publik yang selalu mengakibatkan perubahan sosial (kesejahteraan rakyat). Dalam setiap kebijakan pemerintah dituntut untuk mampuu memberikan sebuah dampak dan perubahan bagi rakyat khususnya perubahan dalam kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.
Sebagai contoh peristiwa di Indonesia yang menuntut adanya sebuah perubahan melalui sebuah kebijakan adalah adanya pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, kelangkaan pelayanan sosial merupakan sebagian kecil dari problematika sosial. Belum lagi adanya permasalahan kemanusiaan kontemporer yang menyangkut HAM, seperti ketertinggalan sumber daya manusia, perilaku menyimpang, perdagangan manusia, dan eksploitasi terhadap anak. Problematika kemanusiaan diatas dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan pemerintah dibutuhkan guna menjadi sebuah perangkat untuk mewujudkan keseimbangan dan menyelesaikan problematika sosial yang ada.

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, maka harus dimaknai dengan dua pengertian pokok, yaitu memecahkan masalah kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan sosial rakyat. Sehingga alur kebijakan pemerintah bisa mencapai tujuan kesejahteraan rakyat yang mmeliputi: 1). Mengidentifikasikan dan menentukan tujuan mensejjahterakan rakyat, 2). Mampu memecahkan masalah kesejahteraan rakyat, 3). Merumuskan kebiijakan guna kesejahteraan, 4). Memenuhi kebutuhan sosial secara keseluruhan.

Dalam hal ini, tujuan atas pemecahan masalah mengandung makna mengusahakan atau mengadakan sebuah perbaikan atas suatu keadaan yang tidak diharapkan (seperti kemiskinan) atau kejadian yang bersifat mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Tujuan pemenuhan kebutuhan rakyat ini mengandung arti menyediakan pelayanan sosial yang dibutuhkan, baik karena terdapat masalah yang kemudian dipecahkan maupun tidak adanya masalah yang berujung pada pencegahan akan terjadinya sebuah masalah.
Secara lebih jelas, tujuan kebijakan pemerintah yang beraitan dengan kesejahteraan rakyat adalah:
 

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.

2. Mengurangi, mengantisipasi, dan mengatasi problematika sosial yang terjadi.

3. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.

4. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.

5. Menggali dan mengalokasikan serta mengembangkan sumber-sumber potensi demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Fiqih Prioritas: Membangun Kebijakan Berdasarkan Prioritas Kemanusiaan
Dalam ajaran Islam, faktor kepercayaan merupakan modal utama dari setiap individu yang menciptakan sebuah briokrasi yang bersih dan amanah. Dorongan bahwa semua kegiatan akan dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan akam menjadi sebuah konsekuensi dari semua yang diamanahi untuk mengelola sebuah Negara. Penguasa yang benar-benar membela Tuhan tidak akan pernah berbuat yang dilarang agama, seperti menerima suap, korupsi, menghianati rakyat, dan lain sebagainya. Karena kepercayaannya kepada Tuhan yang selalu mengawasi apa yang ia kerjakan serta akan dimintai pertanggungjawaban suatu saat nanti.
 Sebaliknya, sifat amanah, jujur, adil, dan penuh tanggungjawab akan sangat sulit lahir dari orang yang lemah dari aspek keimanannnya dan kepercayaannya kepada Tuhan.

Sebagai rujukan adalah kepemimpinan Umar yang saat itu berkata “Apabila kaliah melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang”, kemudian datanglah seorang laki-laki kemudian menjawab “kalau begitu, demi Allah aku akan meluruskanmu dengan pedang ini”. Melihat hal tersebut, Khalifah Umar bergembira, bukan bukan menangkap atau menuduhnya menghina khalifah (kepala negara). Pengawasan dari rakyat akan tumbuh jika rakyat tumbuh dalam sebuah sistern yang menempatkan aktivitas pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah aktivitas wajib lagi rnulia. Melakukan pengawasan serta kritik guna mengoreksi terhadap penguasa hukumnya wajib. Ketaatan kepada penguasa dan pemimpin tidak bermakna mendiamkan mereka. Allah sudah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk rnelakukan koreksi dan pengawasan kepada penguasa dan pemimpin mereka.

Dalam hal mengenai kepribadian (syakhshiyah), Islam memberikan rambu-rambu pada pemangku pemerintahan untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya diharuskan untuk bersikap adil dan bertanggungjawab serta menjaga marwah kemanusiaan.
 Dalam peradaban modern ini memberikan sinyal bahwa situasi kemanusiaan menjadi fokus kajian yang sangat aktual untuk dipecahkan. Dikarenakan pemecahan problematika kemansiaan berawal dari berbagai masalah yang dihadapi, berupa ekonomi, sosial, kemiskinan. Kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masalah-masalah kemanusiaan tentu akan mengantarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Fenomena sosial kemanusiaan merupakan menjadi hal yang sangat aktual untuk dipecahkan, hal ini dikarenakan tolok ukur pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa mengentaskan rakyatnya dari permasalahan sosial kemanusiaan. Dalam hal pemerintahan Indonesia, perwujudan pemerintahan yang baik sebagai upaya mengentaskan dari problematika sosial (kemiskinan, ketertinggalan, birokrasi yang baik) sevagaimana implementasi dari otonomi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Namun demikian, dalam beberapa hal kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat masih terbentur dengan patologi (penyakit) birokrasi, termasuk fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sangat dominan mewarnai pemerintahan Indonesia. Wal hasil, pemerintah dibingungkan dengan kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan, dalam kondisi lain memecahkan permasalahan internal pemerintahan (korupsi, dll.), dalam kondisi lain ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi lain korupsi sebagai sesuatu yang dapat menghancurkan negara baik secara ekonomi, politik dan merobek nilai-nilai kemanusiaan.

Belum lagi problematika perpolitikan Indonesia yang berujung pada rancangan perundang-udangan yang tidak membela kaum lemah.
 Proses alot dalam pembuatan RUU, biaya banyak untuk studi banding seakan mewarnai proses pembuatan peraturan. Segala pengorbanan pemerintah untuk sebuah kebijakan harusnya bisa direalisasikan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Namun upaya pemerintah dalam menciptakan Negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerintah selalu dihadapkan tembok besar berupa permasalahan internal pemerintahan. Proses alot dalam menentukan kebijakan, korupsi, persenan dalam kebijakan ekonomi seakan menjadi tembok besar dalam pembuatan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat.
Peioritas kemanusiaan dalam kebijakan pemerintah dikarenakan pada dekade ini, masalah kemanusiaan mengalami guncangan serta tantangan dari berbagai aspek kehidupan akibat dampak era globalisasi yang telah memasuki semua sendi masyarakat, walaupun secara substansial banyak bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral dan peradaban itu sendiri sehingga jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Problematika kemanusiaa merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan bernegara. Karena manusia sebagai peradaban bangsa yang memiliki kepribadian yang tinggi dan budaya yang luhur, maka pengangkatan atas problematika kemanusiaan harus diselesaikan dengan nilai-nilai kepribadian Negara yang berdasarkan religiusitas. Dikarenakan aspek religius (agama) telah memberikan dampak dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial, dan yang tidak kalah penting adalah prioritas kebijakan pemerintah berdasarkan prioritas kemanusiaan.
Problematika kemanusiaan harus memperoleh suatu perhatian khusus dalam perspektif agama (fiqih prioritas). Dikarenakan dalam kenyatannya menunjukan bahwa peradaban yang telah dibangun selama ini belum memperlihatkan penyelesaian problematika kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai agama. Berangkat dari permasalahan diatas, kesadaran untuk menumbuhkan kekuatan kritis pada diri geerakan Islam perlu untuk dirintis. Sebab, pada hakikatnya ajaran Islam mememberikan kepastian perlindungan kepada manusia dalam lima aspek penting.
 Pertama, perlindungan atas keyakinan (hifdz din), sehingga pada hakekatnya menekankan pada ajaran tidak ada paksaan dalam memeluk keyakinan. kedua, perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup (hifdz nafs), Ketiga, perlindungan terhadap akal pikiran (hifdz ’aql), yang mana Islam memuliakan pengetahuan dan menentang pelanggaran terhadap akal sehat. Keempat, perlindungan terhadap hak milik (hifdz mal), yang mana dalam konteks hukum Islam adalah keharaman mencuri dengan segenap variannya, termasuk korupsi tentunya. Kelima, beerkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik (hifdz nasl).

Dalam pemikiran fiqih prioritas yang digagas oleh Yusuf al-Qaradawi ini menujukan bahwa dalam penetapan hukum Islam harus mengolaborasikan antara ketetapan hukum, tujuan hukum (maqashid syari’ah), dan realitas sosial.
 Dalam konteks kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masalah kemanusiaan ini harus sesuai dengan ketetapan hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maqashid syari’ah yang direalisasikan dengan melindungi kepentingan fundamentalis setiap manusia (al-ushul al-khomsah), serta kondisi realitas sosial yang juga mengharapkan adanya penyelesaian atas permasalahan kemanusiaan. Dengan kontruk ijtihad fiqih prioritas dalam rangka menyelasiakan permasalahan kemanusiaan semacam ini tentu bisa menjadi pertimbangan khusus pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan.

Kesimpulan 

Penyelesaian oleh pemerintah terhadap problematika kemanusiaan menjadi hal yang sangat krusial dan menjadi visi dari setiap pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan, pemerintah selalu dihadapkan pada kebingungan dalam mengambil kebijakan, kebijakan mana yang harus didahulukan dan kebijakan mana yang harus diakhirkan. Fiqih pioritas dalam hal ini memberikan sumbangan terhadap pemerintahan dalam mengambil sebuah kebijakan yang memprioritaskan atas terwujudnya kemaslahatan (maqashid syari’ah) yang lebih banyak dan mengakhirkan kebijakan yang kemaslahatannya lebih sedikit. Memprioritaskan kebijakan yang lebih kongkrit dan lebih dibutuhkan dalam realitas sosial masyarakat. Sehingga kebijakan dengan pertimbangan fiqih prioritas ini diharapkan menciptakan sebuah kebijakan yang mewujudkan kepentingan fundamental setiap manusia (ushul al-khomsah) dan bisa diterima dalam kondisi dan realitas sosial.
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